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ABSTRAK 

(A) Nama: Cyntia Aprilyanti (NIM: 205190056) 
(B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima 

Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr) 

(C) Halaman: x, + 80 + 48 + 2022. 
(D) Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Yayasan; Hibah; Wasiat. 
(E) Isi: 
Terdapat berbagai cara dalam hal mengelola harta kekayaan termasuk salah satunya 
dalam hal pemisahan harta kekayaan demi tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan 
dan keagamaan yakni dengan mendirikan yayasan dimana harta kekayaan yang 
diperoleh melalui hibah, wakaf, sumbangan, serta sumber lain selama tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai 
hibah sebagai salah satu sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hibah 
wasiat namun sebelumnya yayasan perlu menerima status badan hukum melalui 
pengesahan akta pendirian yayasan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor 
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr yang dianalisis oleh penulis, sebuah yayasan 
dinyatakan tidak cakap hukum sehingga menghasilkan putusan wasiat yang 
ditinggalkan dinyatakan demi hukum batal, gugur, atau setidak-tidaknya tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana perlindungan bagi yayasan yang 
belum menerima pengesahan badan hukum sehingga menyebabkan pembatalan 
wasiat studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr? 
Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode normatif. Data penelitian 
menemukan bahwasannya yayasan tetap dapat menerima hibah meskipun belum 
terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 
Yayasan memerlukan payung hukum berupa perlindungan hukum dengan adanya 
regulasi yang mengatur mengenai badan hukum sebagai penerima hibah sehingga 
dapat mengisi kekosongan hukum yang ada mengingat pada dasarnya hibah 
merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma. 
(F) Acuan: 48 (1969  2022) 
(G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H., M.H. 
(H) Penulis: Cyntia Aprilyanti 
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DAFTAR SINGKATAN 
 

Act 1987 adalah Revised Nodel Nonprofit Coporation Act 1987 

AHU adalah Administrasi Hukum Umum 

Alm adalah Almarhum 

Almh adalah Almarhumah 

BPN adalah Badan Pertanahan Nasional 

HIR adalah Herzien Inlandsch Reglement 

INI adalah Ikatan Notaris Indonesia 

Jo adalah Juncto  

KTP adalah Kartu Tanda Penduduk 

KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara 

KUH Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

MPN adalah Majelis Pengawas Notaris 

NBW Nederland adalah Het Nieuw Burgerlike Wet Boek Neterland 

NIK adalah Nomor Induk Kependudukan 

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak 

Permen Agraria No. 

3 tahun 1997 

adalah Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

PKP adalah Yayasan Pondok Karya Pembangunan 

PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah 

RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

RBg adalah Rechtreglement voor de Buitengewesten 

SHM adalah Sertifikat Hak Milik 

SK adalah Surat Keputusan 

UU JB adalah Undang-Undang Jabatan Notaris 

UU Yayasan adalah Undang-Undang tentang Yayasan 
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WNI adalah Warga Negara Indonesia 


